BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR !7 TAHUN 2014

TENTANG -

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK PUTUS: SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN

}' ~‘Menimbang : a

MENENGAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA

;DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA .
bahwa Ketentuan dalam Pasai 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlmdungan Anak menyebutkan bahwa setiap

“anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat - kecerdasannya  sesuai
dengan minat dan bakatnya.: Selenjutnya Pasal 49 menyebutkan
bahwa negara, pemermtah_,_» ;:k_e uarga, dan orang tua wajib
memberik_an kesempatan yang se uas-luasnya kepada anak untuk
memperoleh_bendidikan; | | g . |

bahwa pénjelenggaraan peijg_lidikan - dasar dan menengah
m_érupakan kewenangan da'n_k'_eWajiban Pemerintah Daerah yang
mampu }menjémin percépéfan pemerataan  kesempatan
memperoleh layanan pendidikan yang bermutu;

bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bertanggung jawab
memastikan tercapainya pujuan Pembangunan  Millennium
Development Goals (MDGs) dén'- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
urusan pendidikan yaitu pendidikan dasér untuk semua strata di
Kabupaten Konawe utara; |

bahwa berdasarkan pertimbangar. sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ di atas maka dipandang periu

menetapkan Peraturan B@Jpati tentang Pencegahan dan

_Penanganan Anak .....



o Mengingat '. :

Penanganan Anak U5|a Sekolah yang Putus Sekolah di Kabupaten

Konawe Utara:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4235);
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Naslonal (Lembaran Negara Repybhk Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Nega_ra Republik Indonesia Nomor 4310);
Uﬁdang—Undéng Nomor 13 j‘éhun 2007 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Utara di ProVinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);' _

Peraturan Pemerintah Nomo} 19 Tahun 2005 tentang Standard -
Nasional Pendldlkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor _47 Tahun 2008 tentang Waijib Belajar

(Lembaran Negara Republik:’ Indcnesia Tahun 2008 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4863);

-Peraturan Pemermtah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidlkan (Lembaran Negara
Republik Indonesua Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaré.n' Negara Republik ‘Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410),

Peraturan Menteri Dalam Ne>ge_‘r‘i. Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan KeuangénDaerah;

9. Peraturan Menteri .....




9. Peraturan Menteri Pendidikan Nzsional Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturen Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; :

MEMUTUSKAN:

- _{"_Ménetapkanj- : - PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PENCEGAHAN DAN

PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA

BABI
KETENTUAN UMUM:
Pasal 1 '

_‘-fDaIam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
BN
3

'-Pemenntah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe Utara;

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Kabupaten Konawe Utara; ,

-"Satuan' Kerja Perangkat Daerah adalah '_Sai.uan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara gebagai unsur penyélgnggara pemerintahan Daerah;
: .'Sekolat_t adélah lembaga formal tempat dilaksaﬁakannya proses pembelajaran,
'iagar beserta didik seca‘ré aktif mengerﬁb_éngkéh potensi dirinya, memiliki
' r;kekuat-an spritual keagamaan, pengendalian d_i_ri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

‘mulia, serta keterampllan yang diperlukan;

Sekolah gratis, yang selanjutnya disingkat SeGra adalah- bantuan yang diberikan

pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara berupa sejumlah uang, secara

langsung kepada siswa SD, SMP dan SMA/SMK sesuai dengan kriteria yang
ditetapkan; '

Anomoiau'adalah upaya'yang terencana dan sist matis untuk mengaktifkan anak

; putus sekolah kembali ke sekolah;

Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 7-18 Tahun;

9. Anak putus .....



10,

14,

Anak putus sekolah adalah anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai

siswa dan tidak dapat menamatkan pendidikanrya;
"Anak terancam putus sekolah adalah anak usia sekolah yang masih terdaftar

sebagai siswa tetapi sudah tidak aktif mengikdti proses belajar mengajar;

Wajib __belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga
_hegara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah;
l Pendldlkan dasar adalah jenjang Pendidlkan pada jalur Pendidikan formal yang

- melandasi . jenjang Pendidlkan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan

L Pendldtkan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain

13

16,

. 16.

:_ yang sederajat serta menjadl satu kesatuan kelan_lutan Pendidikan pada Satuan
Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah
Tsanawnyah atau bentuk lain yang sederajat; ,

: Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan

,Pendldlkan formal yang. menyelenggarakan Pendldlkan umum pada jenjang

Pend|d|kan dasar;

:Madrasahllbtldaiyah, yang' selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk
;Satuah Pendidikan formal dalam binaan Mehteri Agama yang menyelenggarakan
- Pendid'ikan umum dengan kekhasan agama{' paida'jenjang Pendidikan dasar,

‘Sekolah Meneng_ah.Pertama, yang selanjutnya cisingkat SMP, adalah salah satu

‘bentuki Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum

pada jenjang Pendidikan dasar sebagai lanju_tan dari SD, MI, atau bentuk lain yang

_sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang ciakui sama atau setara SD atau

Mi:

_"Madraéah Tsana_wiyah, yang selanjutnya dis_ing_kat MTs, adalah salah satu bentuk

Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan

- Pendidikan umum dengan kekhasan agama pada jenjang Pendidikan dasar

. sebagm lanjutan dari SD, MI atau bentuk |a|n yang sederajat atau lanjutan dari

17

"hasn belajar yang diakui sama atau setara SD atau Mi;

‘Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya . disingkat SMA adalah salah satu
.?bentuk. Satuan Pendidikan formal yang njenyelenggarakan Pendidikan Umum
-pada jenjahg Pendidikah Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk
lain yai_\g sederajat atau lanjutan dari hasil bélajar yang diakui sama atau setara
SMP atau MTs; | R

18. Sekolah Menengah .....




20,
21

23,

24,

126,

A

Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjut’ny”é disingkat SMK adalah salah satu
_bentuk Satuan Pendidikan'formal yang me’ﬁ_&elenggarakan Pendidikan Kejuruan
- pada jenjang Perididikan Menengah sebagai Iah,’utan dari SMP, MTs, atau bentuk
~lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil ibela;ar yang diakui sama atau setara
. SMPatauMTs; .
;'19. '  Madrasah Aliyah, yang selanjutnya dlsmgkat MA, adalah salah satu bentuk Satuan
o Pendldlnkan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan

Pendidikan umum dengan kekhasan agamé pada jenjéng Pendidikan Menengah

‘sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk Ia'in yang sederajat atau lanjutan dari
- hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang

“terdiri atas 'pendidlkan dasar, pendidikan meneng,ah dan pendidikan tinggi;
.EPend_idikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang
. -dapat ﬂilaksanakan secéra'-'_t,erstruktur dan b'ef_jer'jang;

;Angka; 'Par‘tis‘ipasi Mul"ni..i (APM) adalah 6§t§éi1fa_se_ siswa dengan usia yang
berkait_an dengah Jenjang bendidikannya défi jiﬁn:laxh penduduk di usia yang sama
‘Pusat ‘Kegiatan ‘Belajar M}asyarakat yang -ts._ie_lanjutnya, disingikat PKBM adalah
‘lembaga yang dibentuk oleh masyarakat tuifutu:« masy_é_rakat yang bergerak di
‘bidang pendidikan dan bgréda di bawah pengawasan dan pembinaan dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan;

'Kantor, -cabang Dinas, yang selanjutnya di Singkat KCD adalah pelaksana tugas
‘Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan di Kabupaten Konawe
Utara; | -

?Pengawas sekolah adalah pegawai negeri snpil yang diberi tugas, tanggungjawab

dan wewenang secara penuh oleh pejabat yarg berwenang untuk melakukan

pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan

- sekolah menengah; ,
-iDewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur
:masyarakat yang peduli Pendidikan;

‘Komlte sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat

dalam  rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan

| pendldlkan di satuan pendldlkan, baik pada ja'ur pendidikan prasekolah, jalur
‘pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.



. _'i - 2)

: 5
6)

4)

7

BABI . -
* MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal2 -

_‘MakSUd dan Tujuan
i 1)

Untuk menjadi acuan bagi: para pihak dalam'upaya melakukan pencegahan dan
penanganan anak putus sekolah pendldlkan dasar dan menengah di Kabupaten

- Konawe Utara;
Untuk mendukung terwujudnya program pendidikan dasar dan menengah dan

'meningkatkan Angka Partisipasi Murni pendidikar di Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 3

Sasaran

A"-Yang menjadl sasaran Peraturan Bupati ini adalah
oy
)

3
e

Anak usia sekolah pendidikan dasar dan menengah yang putus sekolah;

Anak uspa sekolah pendidika_n dasar dan mener_ngah yang terancam putus sekolah;
‘Orang tUa/wali dari anak putus sekolah dan anék vang terancam putus sekolah;
‘Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama- dan Sekolah Menengah Atas beserta
: Komlte Sekolah

Pemerintah Desa,_- Kelurahan dan Kecamatan; d?n

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Kénftbr Cabang Dinas yang terkait.

BAB Iil
RUANG LINGKUP

Pasal 4

RS Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

.i'1)
D)
3

Pendataan siswa terancam putus sekolah dan anak putus sekolah; _
Pengaktifan kembali anak terancam putus sekolah pada proses pembelajaran;
Pengembalian anak putus sekolah pada jalur pendidikan formal dan non formal;
dan - |

Peran péra pihak‘ untuk mgndukung terwuju_dhya Program pendidikan dasar dan

~ menengah di Kabupaten Konawe Utara.

-6-



1)

3

1)

- 2)

BABIV
ANOMOTAQ -

, Pasal 5.
Pencegahan dan: Penanganan Anak Putus sekolah di Kabupaten Konawe Utara

disebut juga dengan Anomotau; . _
vUpaya pemermtah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian

program wajib belajar pendidikan dasar dan ,rn_venen.gah yang menjadi kewenangan
dan tanggung jawab pemérintah daerah dari tingkat Kabupaten, Kecamatan,
Kelurahan dan Desa.

BABV .
PENCEGAHAN ANAK PUTUS SEKOLAH

Pasal 6 .
Pencegahan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengaktifkan kembali anak
usia pendidikan dasar dan menengah yang terancam putus sekolah;

Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dilakukan melalui beberapa tahapan

yang meliputi:

-a. Pendataan anak terancam putus sekolah;’

- _ b. Pembinaan 'terhadap anak terancam putﬁs Sekolah beserta orang tua/walinya;

dan'
¢. Bantuan pemblayaan Sekolah Gratls (SeGra) bagi anak terancam putus

_ sekolah dari keluarga mlskm

Pasal 7

Pendataan Anak Terancam Putus Sekolah :

1)

| »1 2)

Proses pendataan anak terancam putus sekolah diawali dengan penyiapan format

_ pendataan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara;

Format pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermuatan hal-hal,
diantaranya: (a) identitas anak dan status pendicikan, (b) identitas orang tua, (c)
identitas sekolah, (d) sebab anak terancam putus sekolah, (e) upaya penanganan
yang telah dilakukan sekolah; :

3) Pendataan anak .....



_3)

)

@

(2)

@

Pendataan anak terancam putus sekolah diilaku,*(an oleh sekolah dan dilaporkan
kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaeni Kabupaten Konawe Utara setiap
semester, | '

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data

anak terancam putus sekolah di Kabupaten Konawe Utara, dan Pemutakhiran data

anak tefanc_am putus sekolah dilakukan setiaipf’i_‘anu_n.

Pasal 8

jTanggung Jawab Sekolah dalam Pencegahan Anak Putus Sekolah :

Kepala _Sekolah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan anak putus sekolah
dengan memastikan ana'k-a__nak yang ter'ancam‘ putus sekolah dapat kembali aktif
dalam proses belajar mengajar di sekolah;

Delam i'angka mengambil. langkah—langkah 'p'ehcegahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinas: gury;

Kepala Sekolah dapat mengundang orang tua s'swa, komite sekolah, pengawas
sekolah, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui KCD di wilayah setempat

- untuk membahas hal-hal yang dipandang tidak dapat diatasi hanya oleh pihak

@

)

1

sekolah; .

Kepala Sekolah memfasilitasi pembinaan ferhadap anak yang terancam putus
sekolah agar dapet kembali aktif dalam proses_~beéajar mengajar di sekolah;

_Kepala Sekolah dapat mengusulkan anak-anak yang terancam putus sekolah dari

keluarga miskin untuk diutamakan sebagai penerima bantuan Sekolah Gratis

s (SeGra).

| BABVI -
PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH

’ Pasal 9
Penanganan anak putus sekolah adalah upaya untuk mengembalikan anak putus
sekolah pendldlkan dasar dan menengah kembals ke sekolah melalui jalur formal

maupun nonformal

2) Upaya sebagimana .....



9

Upaya Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 'dilakukan melalui beberapa tahapan
yang meliputi: ' o
a. Pendataan anak putus sekolah;

b: Pembinaan terhadap anak putus sekolah:-_ be_éerta orang tua/walinya;

- ¢. Bantuan pembiayaan sekolah gratis SéGra) bagi anak putus _sekolah dari

Y
)

3
4

'.:A;é)

o 3)

' .'.4)

5

keluarga miskin. : L
Pasal 10 '

3 Penanganan anak putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan
" 'melalui : .

_Mendukung anak kembali ke sekolah formal; dan/ atau

Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan dengan' program Pendidikan
Nonformal. . .. o '

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman -Bacaa‘n Masyarakat (TBM).
_Kecakaban' Hidup (Life Skill) dan sejenisnya scias."g‘a': kebutuhan dan kondisi lokal.

| Pasal 11 -
Pendataan Anak Putus Sekolah

Proses pendataan anak putus sekolah diawali dengan penyiapan format pendataan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Format pendataan sebagaimana dimaksud p"ada ayat (1) merupakan format yang

~menjadi salah satu bagian format pendataan pendldlkan dasar dan menengah

yang berlaku; | .
Format -,pendataain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermuatan hal-hal,
diantaraainya- (a) identitas anak dan status péhdicikan, (b) identitas orang tua, (¢)

identitas sekolah asal (d) sebab anak putus sekolah (e) nama desa/kelurahan dan

- kepala desa/lurah (e) lingkup KCD terkait (f) satuan pendidikan dasar dan

menenge\h terdekat;

Pendataan anak putus sekolah pendldlkan dasar dan menengah dilakukan oleh
pemermtaxh desa. bersama dengan sekolah _yang ada di wilayah tersebut dan'
dilaporkah kepadé Dinas Pendidikan dan ’KebUdéyaar{ melalui KCD setempat;

Dinas Pendidikan ‘dan Kebudayaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan data

... anak putus sekolah di Kabupaten Konawe Utara Pemutakhlran data anak putus

sekolah. dllakukan setiap Tahun
' : : Pasal 12 .....




2

)

Pasal12 =
' Pembinaan Terhadap Anak Putus Sekolah

Pembin?ah terhadap anak putus sekolah beserta orang tua/walinya dilakukan oleh

- Kepala Desa atau Lurah, Kepala Sekolah tempat anak bersekolah sebelumnya dan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui KCD HKecamatan dan pengawas

_ sekolah

Pembmaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kunjungan

rumah untuk mnembahas faktor-faktor yang menyebabkan anak putus sekolah dan

_membuat komxitmen bersama untuk mendukung anak kemball ke tempat

pembelajaran formal atau nonformal;

Komitmen vang dihasilkan sebagaimana difné_ksud pada ayat (2) dimuat dalam

- sebuah ‘berita ceira kesepakatan bersama dan ditandatangani para pihak yang
terkait. o

Pasal 13

~.';Pembmaan Terhadap Anak Putus Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

' ‘_-.dilakukan melalui :

Y
2)

3)

)

;_‘1)

3

* mengikuti prosedur dan ketentuan yang berléky;'

Mendukung anak kembali ke sekolah formal, dan/ atau

Keaksaraan Fungsional yang diintegrasikan dengan progfam Pendidikan
Nonformal; ' T '

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), T?man Bacaan Masyarakat (TBM);

' Kecakaban Hidup (Life Skill) dan sejenisnya sesuai kebutuhan dan kondisi lokal.

BAB Vii
PEMBIAYAAN ANAK PUTUS SEKOLAH DAN TERANCAM PUTUS SEKOLAH

: _ Pasal 14 -
Anak putus sekolah dan anak terancam putu$ sekolah dari keluarga miskin berhak
mendapatkan bantuan pembiayaan Sekolah Gratis (SeGra);

- Bantuan pembiayaan pendidikan sebagaimana._dimaksud pada ayat (1) bersumber

dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah;

Pehyalufan dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

_ 4) Pengelolaan dana .....
-10- ‘



Ly
Y
| -.3) |

e

;r 5)

4) Pengelolaan dana yang bersumber di luar APBD dapat diberikan. secara langsung

oleh pemberi dana dengan diketahui dan mendapat rekomendasi dari Dinas
Pendldlkan dan Kebudayaan Sl
BABVII
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Pasal 15 -

Setlap orang tua/walu dan anak usia sekolah pendidikan dasar dan menengah

“bertanggung jawab agar anak/anak asuhnya dapat bersekolah dan menamatkan

pendidikannya;
Kepala Desa dan Lurah bertanggung jawab memastikan anak-anak putus sekolah

dan terancam putus sekolah yang ada di wilayahnya dapat kembali bersekolah dan

menamatkan pen'didikannya melalui jalur pendidii<an formal maupun nonformal;

Kepala Desa dan Lurah dapat mengeluarkan Peraturan Desa atau Peraturan Lurah

'untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah usia pendidikan dasar dan

- menengah di wi l\ayahnya,
Kepala Sekolah bertanggung jawab memasfikan proses administrasi penerimaan

' kembah anak putus sekolah pada jalur pendldlkan formal berjalan dengan baik,

tidak memberatk.an orang. -tua siswa, dan sesuau dengan prosedur yang berlaku
serta mglakukan pembinaan terhadap anak d_a;nvorang tu_a/walmya,
Pusat Kegiatan Be-lajar Masyarakat (PKBM)'dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap anak putus sekolah di wilayah

" sekitarnya yang memilih melanjutkan pendldlkan pada jalur nonformal;

6)

Kantor Cabang Dinais Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan
pendataan anak' putus sekolah bekerjasama dengan sekolah dan pemerintah
desa/keiurahan, melakukan pembinaan terhadap anak putus sekolah dan orang

tua/walinya, serta melakukan pengawasan terhadap proses pengembalian anak

. putus sekolah pada jalur pendidikan formal dan nonformal;

Dinas Pendidikan dan HKebudayaan melalm bidang pendidikan dasar, bidang

_pendldlkan menengah dan bidang pendlquan nonformal dan informal wajib

melalukgn pembinaan dan pengawasan .terhadép sekolah-sekolah, sanggar
kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat yang menerima anak
putus sekolah.
8) Satuan Kerja .....
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f- 8) :Satuan Kerja Perangkat Daerah selain Dinas"_:Pendidikan dan Kebudayaan wajib

mendukung kegiatan yang terkait pencegéhan dan penanganan anak putus
' sekolah' dengah memprioritaskan anak dan drarrg tua/wali dari anak putus sekolah
_ ’di dalam program atau kegratan yang relevan drbuayal oleh APBD yang drsesuaikan
A dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tekms dari masmgmasing program
dan kegiatan; ‘

) 9) Dinas Pendidrkan dan Kebudayaan bertanggung jawab mengkoordmasrkan semua

program terkait pencegahan dan penanganan anak. putus sekolah di Kabupaten
Konawe Utara bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan
pemangku kepentmgan pendrdlkan lainnya.

BAB IX
. KETENTUAN PENUTUFP
Pasal 16

- Peraturan Brrpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

- dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabub,aten Konawe Utara.

itetzpkan di : Konawe Utara
4 : &L- 0~ 2014

WE UTARA %

Diundangkandi  :Konawe Utara
‘pada tanggal 20 -1~ 2014

RIS DAERAH
; N KONAWE UTARA
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